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WALI KOTA BEKASI 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR : 913/Kep.15.A-Bang/I/2023 

 TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR : 

913/KEP.114-BANG/III/2022 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM 
PEMERINTAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan penerapan prinsip 
efisiensi dan efektifitas dalam anggaran serta 

memfasilitasi kegiatan pada Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bekasi, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 
913/Kep.114-Bang/III/2022 tentang Standar Biaya 

Umum Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 

perlu diubah untuk kedua kalinya; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Wali Kota Bekasi tentang Perubahan Kedua atas tentang 
Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 913/Kep.114-
Bang/III/2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah 

Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  1996 

Nomor  111, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3663); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana  telah 
beberapa kali  diubah, terakhir  dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057; 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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  14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 

Republik   Indonesia Nomor 16 Tahun  2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

  15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 157); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

  20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 

Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E); 

  21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 

Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi No 04 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 
Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 

Nomor 4 Seri D); 

   

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor : 913/08.1/SETDA.Bang tanggal     

09 Januari 2023 tentang Penyusunan Perubahan Kedua atas 
Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Standar Biaya Umum 

Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023; 

 

 



Menetapkan 
KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

Tembusan Yth : 

MEMUTUSKAN : 

: Mengubah untuk Kedua Kalinya Keputusan Wali Kota Bekasi 
Nomor 913/Kep.1 14-Bang/ I1/2022 tentang Standar Biaya 
Umum Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. 

: Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 
mengubah Lampiran pada Penjelasan huruf A angka 1.4, angka 
6 dan angka 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 
Hal hal lain yang ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota Bekasi 
Nomor 913/Kep.l 14-Bang/III/2022 tentang Standar Biaya 
Umum Pemerintah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023, 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Wali Kota Bekasi 
Nomor 913/Kep.326-Bang/VII/2022 tentang Perubahan Atas 
Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 913/Kep. 1 14 
Bang/III/2022 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah, 
sepanjang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap 
berlaku. 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang 
perlu. 

1. Ketua DPRD Kota Bekasi; 
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi; 
3. Pit. Inspektur Daerah Kota Bekasi. 

Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 

pf wALÆNQTA BEKASI, 

TRÁDAANTO TJAHYONO 

setda
Typewriter
11 Januari 2023
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PENJELASAN STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA BEKASI 

TAHUN ANGGARAN 2023 
 

A. STANDAR HARGA SATUAN SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM 
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH 
 
1. SATUAN BIAYA HONORARIUM 

 

1.4. Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/ 
Panitia/Storytelling, Jasa Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 

dan Uang Transport Narasumber 
 

1.1.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas 
 

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada 
pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak 

lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam 
kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan 

teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group 
discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan 

pendidikan dan pelatihan). 
 

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi menjadi 

narasumber sepanjang memenuhi kriteria narasumber dapat 
diberikan honor narasumber dengan besaran honorarium setara 

dengan pejabat daerah. 

 

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
 

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium 

narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, 
baik dilakukan secara panel maupun individual. 

b. Narasumber atau pembahas berasal dari: 
1) luar Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; 

atau 

2) dalam Perangkat Daerah penyelenggara, sepanjang 
peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari 

luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau 
masyarakat. 

c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari 
Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium 
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber 

atau pembahas. 
d. Narasumber dari Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dapat 

diberikan uang transport bila kegiatan dilaksanakan di luar 
wilayah Kota Bekasi; 

LAMPIRAN 
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI 

NOMOR : 913/KEP.15.A-BANG/I/2023 
TENTANG  PERUBAHAN KEDUA ATAS 
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI NOMOR : 

913/KEP.114-BANG/III/2022 TENTANG 
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA 

BEKASI TAHUN ANGGARAN 2023 
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e. Narasumber yang berasal dari Pakar/Praktisi/Pembicara 

Khusus, dapat diberikan uang jasa narasumber sepanjang 
memiliki sertifikat keahlian taraf nasional; 

f. Honorarium Narasumber yang berasal dari Pejabat Fungsional 
besarannya disetarakan dengan jabatan struktural 

sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan; 
g. Narasumber dari masyarakat dapat diberikan uang jasa 

narasumber sepanjang mempunyai keahlian khusus atau 
berdasarkan pengalaman atau prestasi di bidangnya. 

 

6. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 
 

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang 

dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

kepentingan pemerintahan daerah. 

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat 
negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain.  Adapun 

perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka: 

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya; 

c. pengumandahan (detasering); 
d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; 

e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap 
seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan 

surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; 
f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena 

mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas; 

g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji 
kesehatan Pegawai negeri; 

h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan 

i. mengikuti pendidikan dan pelatihan. 

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa 

prinsip antara lain: 

a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; 
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja 

Perangkat Daerah; 
c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan 

d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan 

pembebanan Perjalanan dinas. 

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut: 

a. Uang harian; 
b. Uang representasi 

c. Biaya Penginapan; dan 
 

Catatan :  

a. Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan di tempat yang dituju/ 
yang dikunjungi (misalnya ke Badan/ Lembaga/ UPTD/ Kecamatan/ 

Kelurahan/ tempat pelaksanaan kegiatan/ instansi penyelenggara 
kegiatan; 

b. Kegiatan Rakor diluar kota untuk internal Perangkat Daerah disesuaikan 
dengan jenis dan urgensi kegiatan, dan Biaya Perjalanan Dinas 
dibayarkan sesuai dengan pengeluaran (at cost); 
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c. Dalam hal menghadiri undangan kegiatan bimtek/pelatihan/seminar/ 

rapat yang diselenggarakan secara full board di luar kota atau luar 
provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam: 

 a) pada hari pertama dan ketiga dapat diberikan uang harian; 
 b) hari kedua diberikan uang harian fullboard. 

d. Isteri/Suami Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Apatur 
yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu 

dalam rangka mendampingi suami/isteri, maka fasilitas perjalanan 
dinasnya sama dengan pejabat yang didampingi hanya tidak diberikan 
uang representatif; 

e. Isteri/Suami Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Apatur 
yang berdasarkan undangan kedinasan harus hadir dalam acara tertentu 

dalam kapasitasnya sebagai Tim Adhoc/khusus atau kapasitas 
jabatannya dalam suatu organisasi yang tanpa didampingi oleh 

suami/isteri sebagaimana jabatan dimaksud, dapat dibayarkan oleh 
Perangkat Daerah yang membidangi dengan fasilitas perjalanan dinas 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; 

f. Dalam hal mendampingi Perjalanan Dinas untuk Isteri/Suami Wali Kota, 
Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, yang berdasarkan undangan 

kedinasan harus hadir dalam acara tertentu dalam kapasitasnya sebagai 
Tim Adhoc/khusus atau kapasitas jabatannya dalam suatu organisasi 

maksimal didampingi oleh 3 (tiga) orang; 
g. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja 

dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun 

perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan 
jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari 

perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan 
pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan 

sesuai peraturan perundang-undangan. 
 

6.1. Satuan Biaya Uang Harian 

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan 
penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, 
Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah 

perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian 
biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan 

transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam 
negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang 

transportasi lokal.Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam 
rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan 
pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) 

jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. 

6.2. Uang Representasi Perjalanan Dinas 

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat 
negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang 

melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang melekat pada jabatan. 

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas 

pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat 
daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan 

dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara 

lumpsum. 

 

 

 



7. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI 

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan 
biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya 
penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. 
Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan 
biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif 
penginapan di kota tempat tujuan. 
Dalam pelaksanaannya, mekanisme pertanggungjawaban disesuaikan 
dengan bukti pengeluaran yang sah berupa kuitansi/price list Hotel Kota 
Tujuan dan Surat Pernyataan Pelaksana SPD, berupa daftar pengeluaran ril. 

Plt N LIkBEKASI, 

rgADHETo TJAHYONO 
K A 
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